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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dagerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk
secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secaralangsung melaui forum konsultasi
publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPIMD yang
memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya
DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPIMD di DK Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di
luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode
yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPIMD oleh DPRD
dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh
karenaitu dalam hal ini dibutuhkan rekonseps terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan
RPIMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPIMD oleh DPRD agar dapat memenuhi
legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.
...... The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National
Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory
manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning
Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional
Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City
Council, in which case the DK Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those
agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Devel opment
Pan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the
Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term
Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy.
Therefore in this case, areconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the
Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy
that isin accordance with the legal system in Indonesia.
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